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MOTTO 
 
 
 َّنِإ َللها اوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثٍلإْا ىَلَع اْو ُنَواَع َت َلاَو ىَوْقَّ تلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اْو ُنَواَع َتَو
 ِااَقِعْلا ُد ِْد َ َللها 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
(Q.S.al-Maidah 2). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
x 
 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
xi 
 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
xii 
 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ضورلافطلأا ة  Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
xiv 
 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Winardi Purwo Widodo, NIM: 142.111.170: “Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah”. 
 Tulisan ini mengkaji tentang sistem diskon yang ditetapkan oleh perbankan 
syariah ketika melakukan pelunasan pembiayaan mura>bah}ah sebelum jatuh tempo. 
terdapat banyak nasabah yang merasa kecewa bahkan menganggap sistem syariah 
sangat memberatkan ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo. 
Jika pada sistem perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan akan 
dikenakan penalty 1 bulan bunga, sedangkan pelunasan mura>bah}ah pada perbankan 
syariah, nasabah tetap membayar seluruh pokok hutang plus marginnya yang lahir 
dari jual beli yang  sudah disepakati. 
 Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data 
dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang 
benar dan akurat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan dengan 
menggunakan Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan 
Pelunasan dalam mura>bah}ah.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPRS Dana Mulia 
Surakarta melalui kebijakannya bagi nasabah yang melakukan pelunasan mura>bah}ah 
sebelum jatuh tempo atau dipercepat akan mendapatkan potongan pelunasan. 
Kebijakan tersebut bukan termasuk yang diperjanjikan di awal pembiayaan 
mura>bah}ah yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta, melainkan sebuah prestasi 
karena nasabah melakukan ketepatan waktu pembayaran angsuran lebih cepat dari 
waktu yang sudah ditetapkan. Besar potongan mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia yaitu 
sebesar 2 kali cicilan margin terakhir. 
 
 
Kata kunci: mura>bah}ah, potongan pelunasan, BPRS Dana Mulia, fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002. 
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ABSTRACT 
 
Winardi Purwo Widodo, NIM: 142.111.170: “Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah”. 
This paper reviews the discount system established by Islamic banking when 
paying mura>bah}ah financing before maturity. there are many customers who feel 
disappointed and even consider the sharia system very burdensome when customers 
make repayments before the contract is due. If in the conventional banking system, 
customers who pay off will be subject to a 1-month interest penalty, while the 
repayment of mura>bah}ah in Islamic banking, the customer still pays the entire 
principal plus the margin born from the agreed sale and purchase. 
This type of research is field research that is looking for data by conducting 
direct research in the field in order to obtain true and accurate data. Data collection 
methods in this study were through interviews and documentation. This research is a 
qualitative research and using the Fatwa of DSN MUI No.23 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning the Redemption Discount in mura>bah}ah. 
Based on the results of the study it can be concluded that the BPRS Dana 
Mulia Surakarta through its policy for customers who pay off mura>bah}ah before 
maturity or expedited will get a repayment discount. The policy is not included in the 
initial contract agreed on mura>bah}ah in BPRS Dana Mulia Surakarta, but an 
achievement because customers make timely installment payments faster than the 
specified time. Large discount mura>bah}ah in BPRS Dana Mulia which is 2 times the 
last margin installments. 
 
Keywords: mura>bah}ah, redemption discount, BPRS Dana Mulia, fatwa DSN MUI 
No.23 / DSN-MUI / III / 2002. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu 
menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman 
uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan 
dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat Islam sejak zaman 
Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan 
uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan 
pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan 
demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, 
menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulallah Saw.
1
 
Dewasa ini kita telah mengetahui bahwa perkembangan perbankan syariah 
dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah 
menghadapi tantangan yang sangat ketat dalam dunia perbankan di Indonesia. 
Dengan adanya perkembangan tersebut, perbankan syariah dituntut untuk selalu 
bisa memenuhi kebutuhan perkembangan dunia bisnis yang semakin modern ini, 
salah satunya dengan cara memunculkan produk-produk terbaru inovatif yang 
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 A.Karim Adiwarman, Bank Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.18. 
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memberi pelayanan memuaskan sehingga meminat daya tarik dan daya jual di 
masyarakat.  
Bank syariah tampil dengan keunikan akad-akadnya yang memiliki ciri 
khas dan karakteristik masing-masing. Keunikan tersebut bisa dilihat dari sistem 
pemberian keuntungan, jika pada bank konvensional, bank memperoleh 
keunungan dengan sistem bunga, pada bank syariah pemberian keuntungan bisa 
ditetapkan dengan sistem bagi hasil dan ada juga dengan sistem margin. Bagi 
hasil muncul dari akad mudharabah atau musyarakah, sedangkan sistem margin 
muncul dari akad jual beli. 
Salah satu sistem yang berkaitan dengan perhitungan margin adalah akad 
bai al- mura>bah}ah, yaitu suatu akad yang  berlandaskan jual beli. Bai al- 
mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal dengn tambahan keuntungan 
yang disepakati. Dalam bai al- mura>bah}ah bank harus memberi tahu harga 
produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai 
tambahan.
2
 Dalam akad mura>bah}ah, bank melakukan mark-up terhadap 
keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Pada perjanjian 
mura>bah}ah ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan 
oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (suplier) 
kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau 
keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas 
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dasar cost plus profit.
3
 Adapun jenis barang yang dibutuhkan nasabah dan 
besarnya keuntungan yang akan diperoleh bank. Disepakati dimuka antara 
nasabah dan bank.
4
 
Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan 
skim mura>bah}ah  dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik mura>bah}ah  yang 
pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa 
penggunaan akad mura>bah}ah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. 
Menurut data pembiayaan bank syariah di Indonesia, struktur pembiayaan yang 
disalurkan bank syariah masih didominasi oleh akad mura>bah}ah, dengan 
presentase 117,11157.76%. Berdasarkan data tersebut, pembiayaan dengan skim 
mura>bah}ah merupakan pembiayaan paling besar dalam komposisi pembiayaan 
yang disalurkan bank syariah di Indonesia. 
5
 
Dibalik fenomena tersebut, dalam realitanya terdapat banyak nasabah 
yang merasa kecewa bahkan menganggap sistem syariah sangat memberatkan 
ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo. Jika pada sistem 
perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan akan dikenakan 
penalty 1 bulan bunga, sedangkan pelunasan mura>bah}ah pada perbankan syariah, 
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4 
 
nasabah tetap membayar seluruh pokok hutang plus marginnya yang lahir dari 
jual beli yang  sudah disepakati.
6
 
Namun BPRS Dana Mulia sendiri memberikan keterangan bahwa dalam 
jual beli mura>bah}ah, barang yang sudah dibeli, maka harus dibayar sesuai dengan 
harga beli ketika terjadinya akad, meskipun nasabah melakukan pelunasan 
sebelum jatuh tempo. Pihak BPRS hanya boleh memberikan muqosah atau 
keringanan dari kewajiban pembayaran nasabah.
7
 
Bank Syariah dapat memberikan kebijakan pengurangan atas jumlah 
hutang mura>bah}ah bilamana nasabah dapat melunasi angsurannya sebelum jatuh 
tempo sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. 
Dari hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang akan di 
tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah  ”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis 
merumuskan masalah antara lain: 
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1. Bagaimana penerapan potongan pelunasan dalam akad mura>bah}ah di BPRS 
Dana Mulia Surakarta? 
2. Bagaimana penerapan potongan pelunasan dalam akad mura>bah}ah di BPRS 
Dana Mulia Surakarta berdasarkan fatwa DSN NO.23/DSN/-MUI/III/2002 
tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah di atas, maka maksud dan 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan potongan pelunasan dalam mura>bah}ah di BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan potongan pelunasan mura>bah}ah di 
BPRS Dana Mulia Surakarta berdasarkan fatwa DSN NO.23/DSN/-
MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 
maupun semua pihak praktisi: 
1. Secara Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi keberadaan dan 
perkembangan tentang permasalahan mura>bah}ah. 
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2. Secara Praktis 
a. Menambah wawasan dan cakrawala khususnya bagi penulis dalam kaitanya 
dengan pelaksaan potongan pelunasan pembiayaan mura>bah}ah dan 
permasalahan yang ada dalam praktiknya. 
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi 
penulisan Hukum Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat memberikan 
masukan dalam menyelesaikan permasalahanya. 
c. Dapat digunakan sebagai pedoman/ refrensi bagi penelitian-penelitian 
berikunya. 
E. Kerangka Teori  
Potongan adalah pengurangan, potongan yang dimaksud disini adalah 
potongan harga yang di berikan apabila pembayaran dilakukan lebih awal  atau 
lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Potongan pelunasan mura>bah}ah 
disini adalah pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh lembaga 
keuangan syariah sebagai pihak penjual. 
Pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kemampuan 
nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar 
hutangnya dengan cepat. Untuk itu bank memberikan potongan terhadap nasabah 
yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan perhitungan khusus dan 
ketetuan dari para pihak bank. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang 
potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dan mewajibkan bank untuk memiliki 
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standar prosedur bisnis (SPB) tertulis mengenai harga pembiayaan terkait 
pelunasan sebelum jatuh tempo.  
Salah satu regulasi yang mengatur tentang potongan pelunasan sebelum 
jatuh tempo yaitu Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan 
Pelunasan dalam mura>bah}ah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan jika nasabah 
dalam transaksi mura>bah}ah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau 
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga keuangan syariah boleh 
memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 
diperjanjikan dalam akad.
8
  
Mura>bah}ah sendiri termasuk kedalam akad tijarah/mu’awadah 
(compensational contract) dimana akad tijarah ini merupakan segala macam 
perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.
9
 
Mura>bah}ah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan 
permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual 
yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. 
Dengan demikian bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan 
tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. 
Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk 
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membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank-lah yang berkewajiban untuk 
membeli komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual 
kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.
10
 
Dalam beberapa kitab fikih, mura>bah}ah merupakan salah satu dari bentuk 
jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli 
musawwamah (tawar menawar). Mura>bah}ah terlaksana antara penjual dan 
pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui 
oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, 
sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan 
pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga 
termasuk amanah adalah jual beli wadhi’ah, yaitu menjual kembali dengan harga 
rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian). Jual beli wadhi’ah terlaksana 
apabila nilai barang turun dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga 
yang sama dengan harga pembelian, maka disebut jual beli tauliyah.
11
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil 
penelitian yang membahas topik ini yang sejenis, diantaranya: 
Jurnal Mizani Vol. 25, No.1 oleh Yenti Afrida (2015) yang berjudul 
“Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Mura>bah}ah di Perbankan Syariah”. 
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  Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 91. 
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  Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah , (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14. 
9 
 
dalam jurnal ini menjelaskan bahwa aplikasi penetapan diskon di Bank Nagari 
Syariah terbagi kepada dua periode, yaitu periode dari tahun 2006 hingga 2015. 
Pada periode tersebut berlaku aturan pelunasan dengan sistem tabel dimana 
besarnya diskon diberikan setelah memperhitungkan tingkat keuntungan yang 
akan diperoleh bank yang mengacu kepada margin efektif rate Bank Nagari 
Konvensional dan juga tergantung kepada lamanya jangka waktu pembiayaan 
dan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan bulan September 2014, nasabah 
yang melakukan  pelunasan pembiayaan mura>bah}ah  hanya dikenakan kewajiban 
2 kali margin jika melanjutkan pembiayaan dengan akad baru dan 4 kali margin 
jika melunasi karena alasan pindah ke bank lain.
12
 Dalam penelitian ini terdapat 
letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian skripsi ini 
membahas tentang Potongan Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah  di BPRS Dana 
Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
Skripsi Azmi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan 
Hukum (2016) yang berjudul “Diskon Mura>bah}ah : Studi Komparatif Fatwa 
DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan  Nomor 102”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa secara garis besar 
pernyataan antara fatwa dan PSAK adalah sama hanya saja ada beberapa 
peraturan terkait diskon ini tidak dicantumkan dalam fatwa lalu kemudian 
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 Yenti Afrida, “Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan 
Syariah”, Jurnal Mizani, Vol. 25, No.1(Februari, 2015). 
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dilengkapi oleh PSAK. Akan tetapi, jika dilihat dari maksud pelaksanaan diskon 
adalah salah satu strategi promosi untuk menarik minat pembeli maka konsep 
diskon seperti yang dijelaskan dalam PSAK dan fatwa keluar dari makna diskon 
sesungguhnya. Terkait pembagian diskon setelah akad ini jika dikembalikan 
kepada konsep mura>bah}ah, maka seharusnya diskon dalam bentuk apapun dan 
kapanpun merupakan hak nasabah.
13
 Dalam penelitian ini terdapat letak 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian skripsi ini membahas 
tentang Potongan Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia 
Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang 
Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
Skripsi Ana Maratun Marchumah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang, Fakultas Syariah, yang berjudul “Analisis Pemberian Diskon 
Pembiayaan Mura>bah}ah  di KJKS BMT Madani Pati dalam Perspektif Fatwa 
DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 
pelaksanaan akad jual beli dalam pembiayaan mura>bah}ah , bahwa akad jual beli 
mura>bah}ah  sudah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun 
dalam pemberian diskon, diskon sudah diberikan kepada nasabah. Akan tetapi 
pemberian diskon tersebut terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan dalam 
penghitungan harga satuan yaitu meliputi harga riil pembelian barangnya, dan 
diskon tersebut tidak dimuat dalam akad, karena mura>bah}ah  termasuk bai’ al-
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amanat sehingga seharusnya disebutkan dengan jelas semua yang berkaitan 
dengan obyeknya (harga) karena dalam pendangan Fatwa DSN MUI Tentang 
Diskon Mura>bah}ah  harga harus disepakati oleh kedua belah pihak.14 Dalam 
penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana 
penelitian skripsi ini membahas tentang Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
Skripsi Rifah Rohanah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas 
Syariah yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan 
dengan Akad Mura>bah}ah di PT. BPRS Magetan”. Dalam skripsi ini menjelaskan 
bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad mura>bah}ah  di BPRS Magetan 
belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Mura>bah}ah, yaitu dalam hal pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah 
yang menggunakan akad mura>bah}ah  terlebih dahulu baru akad wakalah dalam 
satu waktu. Seharusnya dilakukan akad wakalah terlebih dahulu dengan nasabah, 
baru setelah itu dilakukan akad mura>bah}ah . Faktor yang menjadi penghambat 
berasal dari faktor masyarakat, sarana atau prasarana hukum, faktor penegak 
hukum serta karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait, baik 
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dari DSN-MUI ataupun dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.
15
 
Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
dimana penelitian skripsi ini membahas tentang Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
 
G. Metode Penelitian 
Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai  
dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang di uraikan sebagai 
berikut : 
1. Jenis Peneltian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat 
apa adanya, individu, kelompok, lembaga masyarakat.
16
 Adapun yang menjadi 
obyek penelitian disini adalah tentang Potongan Pelunasan dalam Akad 
Mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
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2. Sumber Data 
 Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data ini merupakan sumber data yang 
diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada 
dalam lapangan yaitu BPRS Dana Mulia Surakarta yang berkaitan dengan 
judul skripsi ini yaitu Potongan Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah  di 
BPRS Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.23/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
Data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau 
perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data 
primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Direktur dan 
Customer Service BPRS Dana Mulia Surkarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak 
yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data pustaka yang 
berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan 
atau relevan dengan penelitian ini.17 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 
melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu.
18
  
Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau 
keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.19 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti.20 
Dalam teknik ini, penyusun menggunakan teknik wawancara semi 
terstruktur. Wawancara semi terstruktur yakni dimana didalam 
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pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 
terstruktur. Wawancara ini sudah disiapkan pertanyaan tapi belum ada 
jawabannya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 
permasalahanya secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak 
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan 
wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 
yang dikemukakan oleh informan .21 Informan disini yaitu Bapak Sri 
Wagito selaku Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta dan ibu Dani selaku 
Customer Service BPRS Dana Mulia Surakarta dan Bapak Masjupri 
selaku DPS BPRS Dana Mulia Surakarta. 
b. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang 
diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti foto dan 
surat-surat selama melakukan penelitian di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
4. Teknik Analisis Data 
Peneliti ini termasuk penelitian kualitataif artinya sebagai rangkaian 
proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu 
masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. Agar mendapatkan data 
                                                 
21
 Muchson, Statistik Deskriptif, (Guapedia, 2008), hlm. 26.  
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yang benar dan valid, maka data-data yang telah diperoleh kemudian 
dianalisis dengan metode deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis yakni mendeskripsikan data-data terkumpul, berupa 
data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan 
sebagainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan 
menggunakan metode deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari 
suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu kearah data yang akan 
diterangkan.
22
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penyusun 
membuat sistematika yang akan dikulas dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan 
setiap bab berisikan sub bab sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori, pada bagian ini berisi tentang teori mura>bah}ah, 
teori potongan pelunasan dalam mura>bah}ah, dan teori Fatwa DSN MUI 
No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. Teori 
mura>bah}ah berisi tentang pengertian mura>bah}ah, rukun dan syarat mura>bah}ah, 
                                                 
22
 Sandu Siyoto dkk., “Dasar Metodologi Penelitian,” (Yogyakarta: Literasi  Media 
Publishing, 2015), hlm. 46.  
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dasar hukum mura>bah}ah, tujuan mura>bah}ah, karakteristik jual beli mura>bah}ah, 
jenis mura>bah}ah, resiko mura>bah}ah, pengawasan Syariah transaksi mura>bah}ah. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian, pada bagian ini terdiri dari gambaran 
umum BPRS Dana Mulia dan penerapan potongan pelunasan daam akad 
mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia. Gambaran Umum berisi tentang profil lembaga; 
sejarah berdiri; motto, visi, dan misi; tugas dan struktur organisasi; produk-produk. 
Sedangkan penerapan potongan pelunasan daam akad mura>bah}ah di BPRS Dana 
Mulia berisi tentang prosedur pengajuan pembiayaan mura>bah}ah, metode 
pelunasan mura>bah}ah, cara menghitung potongan pelunasan mura>bah}ah. 
Bab IV Analisis, pada bab ini berisi tentang Penerapan Potongan Pelunasan 
dalam Akad Mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia Surakarta dan Penerapan Potongan 
Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia Surakarta berdasarkan 
Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam 
Mura>bah}ah. 
Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis 
mengenai Pelaksanaan Potongan Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah di BPRS 
Dana Mulia Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. Pada bagian akhir skripsi juga 
akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
TINJAUAN TENTANG AKAD MURA>BAH}AH 
 
A. MURA>BAH}AH 
1. Pengertian Mura>bah}ah 
a. Mura>bah}ah Secara Bahasa 
Kata mura>bah}ah berasal dari kata arab yaitu rabaha, yurabihu, 
mura>bahatan yang berarti untung atau menguntungkan. Mura>bah}ah juga 
berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh berkembang 
dan bertambah.
1
  
b. Mura>bah}ah Secara Istilah 
Menurut Antonio Bai‟ mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli 
mura>bah}ah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.2 
Mura>bah}ah dalam istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual 
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 
                                                 
1
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108. 
2
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 101. 
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harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 
barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
3
 
Menurut DSN-MUI mura>bahah yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 
dengan harga yang lebih sebagai laba.4 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
memberikan definisi tentang mur<abah{ah dalam penjelasan pasal 19 aya (1) 
huruf d. Menurut Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang 
dimaksud dengan “Akad Mur<abah{ah” adalah Akad Pembiayaan suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
5
 
 
2. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 
Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang 
menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang 
menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain 
                                                 
3
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 
81. 
4
Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah. 
5
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 193.   
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merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran 
dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
6
 
Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu: 
1) Orang yang menjual.  
2) Orang yang membeli. 
3) Sighat. 
4) Barang atau sesuatu yang diadakan. 
Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi 
pembiayaan mura>bah}ah: 
1) Jual beli mura>bah}ah harus dilakukan atas barang yang dimiliki 
(hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, 
keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai 
konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. 
Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan tang 
terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan. 
2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-
biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu 
komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. 
Ini merupakan syarat sah mura>bah}ah. 
                                                 
6
 Bagya Agung Prabwo, “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”, 
(Yogyakarta: UII Press , 2012), hlm. 26. 
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3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal 
maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah 
satu syarat sah mura>bah}ah. 
4) Dalam system mura>bah}ah, penjual boleh mendapatkan syarat pada 
pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada 
barang, tetapi lebih baik syarat itu tidak ditetapkan, karena 
pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping 
untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
7
 
 
3. Dasar Hukum Mura>bah}ah 
 Dalam Islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan 
nilai-nilai moral. Dengan kata lain semua transaksi bisnis yang bertentangan 
dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Jual beli mura>bah}ah sebagai sebuah 
perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas 
suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang mempunyai dasar 
hukum yaitu8 : 
 
 
 
 
                                                 
7
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: KENCANA, 2016),  hlm. 137. 
8
 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktek, (Bandung: CV Setia 
Pustaka, 2015), hlm. 85.  
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a. Al-Qur’an  
1) Surah An-Nisa’ 29 : 
اةٍ  ةَةَيُّ ا أْيةَ اةً ةَا ةَ
ةِ اةَو ةُ ةَ ا أْوةَ ا لَّ ةِ ا ةِ ةِا ةَ أْا ةِ اأْ ةُ ةَ أْيُّ ةَيُّ اأْ ةُ ةَا ةَ أْآةَ ا ةُ ةُ أْ ةَ ا ةَ ا ةُ ةَآ اةَي 
ةِ لَّا ا ةَ  يُّ ةَ ا ةَ ا
اأْ ةُ أْ 
ةِآ ۚااأْ ةُ ةَسةُفأْيُّنةَ ا ةُ ةُيُّت أْقةَيُّ ا ةَ ةَو ۚا ةًم 
ةِحةَااأْ ةُ ةِ اةَو ةَ اةَهلَّ ا الَّوةِ ا
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.”. 
2) Surat Al-Baqarah Ayat 280 : 
اوةِ ةَواةٍ ةَ ةَسأْ ةَآا  ةَ ةِ اةٌ ةَ 
ةِ ةَ ةَيُّ اةٍ ةَ أْسةُ اوةُ اةَو ةَ  ۚا ةُق لَّدةَصةَ اوةَ ةَو ۟ااأْ ةُ لَّاا ةٌ أْيُّ ةَ  ۖااوةِ   
     اةَو ةُمةَ أْ ةَيُّ اأْ ةُت ةُ         
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui” 
3) Surah Al-Baqarah 275 : 
 ةَ ِّا اةَملَّ ةَحةَواةَعأْ ةَيُّ أْا اةًلله الَّ ةَحةَ ةَو
ج  
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“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba‟ 
b. Hadits 
الَّ ةَ ةَوا
ةِهةِا ةَوا
ةِهأْ ةَ ةَ اةُلله ا لَّ ةَ الَّ ةِ لَّ ا الَّوةَ اةَ  ةَقاةَما:اةُ ةَ ةَ ةَيُّ أْا الَّيةِ أْ 
ةِ ا ةٌ ةَ ةَ ا:ا،ةُ ةَضةَا ةَقةُمأْا ةَوا، ةٍ ةَجةَ ا ةَ ةِ اةُعأْ ةَيُّ أْاةَ 
ا ةِعأْ ةَيُّ أْ 
ةِااةَ ا ةِتأْ ةَيُّ أْ 
ةِااةِأْيْةِ لَّشا ةِ ا ِّ ةُيُّ أْا اةُطأْ ةَ ةَو(ب   اي اهج آاي  اه واا)
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 
secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟” 
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).9 
Berdasarkan ayat dan hadits diatas pelaksanaan mura>bahah dalam suatu 
bank syariah atau lembaga keuangan syariah diatas mensyaratkan adanya akad 
antara pihak bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah, khususnya 
akad jual beli mura>bahah dengan jalan suka sama suka agar tercipta jual beli 
yang tidak bertentangan dengan syariat islam yang mengakibatkan terjadinya 
riba dalam akad tersebut.10 
 
4. Tujuan Mura>bah}ah 
Tujuan pembiyaan murabahah dapat dipergunakan oleh perbankan Islam 
untuk hal-hal yang diantaranya:
11
 
                                                 
9
  Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hlm. 768. 
10
 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan …, hlm. 86. 
11
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, hlm.24.  
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a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli: 
1) Bahan mentah; 
2) Bahan setengah jadi; 
3) Barang jadi; 
4) Stok dan persediaan; 
5) Suku cadang dan pergantian; 
b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan 
oleh nasabahnya, termasuk didalamnya biaya produksi barang, baik untuk 
paar domestik maupun ekspor. Pembiayaannya meliputi: 
1) Biaya bahan mentah; 
2) Tenaga kerja; 
3) Margin keuntungan; 
c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan 
mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok 
dan persediaannya. 
d. Dalam hal nasabah perlu mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, 
suku cadang, dan penggantian dari luar negeri menggunakan letter of 
credit, bank dapat membiayai permintaan letter of credit tersebut dengan 
menggunakan prinsip murabahah. 
e. Nasabah yang mendapatkan kontrak, baik  kontrak kerja maupun kontrak 
pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank 
dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan untuk itu 
25 
 
bankdapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang 
bersangkutan. 
 
5. Karakteristik Jual Beli Mura>bah}ah 
Transaksi jual beli murabahah bersifat amanah sehingga dalam jual beli 
ini dituntut akan kejujuran kedua belah pihak. Karena murabahah merupakan 
jual belidengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati,konsekuensi 
dari definisi tersebut adalah bahwa penjual harus mengatakan dengan jujur 
kepada pembeli modal awal yang dikeluarkan untuk membeli barang pesanan 
tersebut dan jumlah keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank. Hal ini 
menandakan terjadinya proses tawar –menawar antara pihak bank dengan 
nasabah sebelum akad murabahah ditanda tangani sehingga peluang 
terjadinya unsur kerelaan sangat terbuka.
12
 
Jual beli  murabahah terdiri aras dua transaksi. Transaksi pertama adalah 
transaksi pihak bank dan pemilik barang secara tunai. Transaksi kedua adalah 
transaksi antara bank dan nasabah. Transaksi ini terjadi ketika pihak bank 
menjual barang tersebut, baik secara tunai maupun cicilan terhadap nasabah. 
Karena dalam transaksi kedua, pembayaran dilakukan tidak secara tunai. Pada 
dasarnya barang jaminan tidak termasuk rukun atau syarat dalam jual beli 
murabahah, tetapi timbul karena transaksi yang dilakukan adalahm jual beli 
secara tidak tunai. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi, pihak bank meminta 
                                                 
12
 Ibid., hlm. 100. 
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barang yang dapat dijadikan jaminan  sebagai barang bukti keseriusan bahwa 
pihak nasabah akan melunasi piutangnya sampai waktu yang disepakati. 
Selain itu, barang yang dijaminkan dapat digunakan untuk mengklaim 
kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak diingankan.
13
   
 
6. Jenis Mura>bah}ah 
Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan 
Syariah, jual beli mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:14  
a. Mura>bah}ah tanpa pesanan 
Mura>bah}ah tanpa pesanan adalah jual beli mura>bah}ah yang 
dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan 
(mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang, 
dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak terkait dengan 
jual beli mura>bah}ah sendiri. 
Dengan kata lain, dalam mura>bah}ah tanpa pesanan, bank syariah 
menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan 
dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. 
Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad 
jual beli mura>bah}ah dilakukan.15 
                                                 
13 Ibid., hlm. 101-102. 
14
 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37. 
15 Ibid.,hlm. 39. 
27 
 
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi: 
1) Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, 
maksudnya apabila telah pesan harus dibeli 
2) Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, 
maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi 
nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau 
membatalkan barang tersebut. 
Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka mura>bah}ah dapat 
dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang 
banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah mura>bah}ah 
berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran 
tangguh.
16
 
Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah dapat 
dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
17
 
1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip mura>bah}ah) 
2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 
dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam) 
3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran 
yang bisa dilakukan didepan, selama dalam proses pembuatan, 
atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna) 
                                                 
16
 Ibid,.hlm. 38. 
17 Ibid,.hlm. 39. 
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4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau 
musyarakah.  
Alur transaksi mura>bah}ah tanpa pesanan dapat dilihat dalam skema 
berikut:  
 
  Sumber: Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah 
Tahapan-tahapan transaksi mura>bah}ah tanpa pesanan sebagai 
berikut: 
1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar 
keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang 
sudah berada di tangan bank syariah.  
2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya 
dilakukan akad untuk transaksi jual beli mura>bah}ah tersebut. 
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3) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang 
diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli 
adalah barang). Dalam penyerahan barang ini, hendaknya 
diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai 
tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan 
mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan 
mempengaruhi harga perolehan barang. 
4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan 
pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai 
atau dengan tangguh. 
b. Mura>bah}ah berdasarkan pesanan 
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan adalah jual beli mura>bah}ah yang 
dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang 
mengajukan pembiayaan mura>bah}ah. 18  Jadi dalam mura>bah}ah 
berdasarkan pesanan, bankk syariah melakukan pengadaan barang dan 
melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk 
dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah 
tersebut. 
Alur transaksi mura>bah}ah berdasarkan pesanan dapat dilihat dari 
skema berikut: 
                                                 
18 Ibid,..hlm. 41. 
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Sumber: Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah 
Tahapan-tahapan transaksi mura>bah}ah berdasarkan pesanan 
sebagai berikut:
19
 
1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli 
kepada bank syariah, dan dilakukan negosiasi terhadap 
harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, 
dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.  
2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah 
mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang) 
kepada pemasok.  
3) Setelah diperoleh kepsepakatan antara bank syariah dan 
pemasok, dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan 
barang dari pemasok ke bank syariah. 
                                                 
19 Ibid.,hlm. 42-43. 
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4) Setelah barang secara prinsip menjadi mili bank syariah, 
dilakukan proses akad jual beli mura>bah}ah. 
5) Penyerahan barang dari pejual yaitu bank syariah kepada 
pembeli yaitu nasabah.  
6) Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat 
dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan 
antara bank syariah dan nasabah.  
 
7. Resiko Mura>bah}ah 
Resiko dalam praktik murabahah terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
20
 
a. Resiko yang berkaitan dengan barang secara teoritis, bank menanggung 
resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang pesanan sejak 
pembelian sampai penyerahan kepada nasabah, bank diwajibkan untuk 
menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Menurut 
fiqih, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, kurang 
jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. 
b. Resiko yang berkaitan dengan nasabah. Janji nasabah murabahah untuk 
membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah menurut 
mayoritas fuqaha mazhab, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah 
berhak menolak untuk membeli barang ketika bank menawari mereka 
                                                 
20 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Intreprestasi Kontemporer 
Tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 151-154. 
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untuk penjualan. Resiko bank terhadap penolakan nasabah ini dapat 
dihindari dengan pembayaran uang muka. 
c. Resiko yang berkaitan dengan pembayaran. Resiko tidak terbayar penuh 
atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak ada 
dalam pembiayaan murabahah. Bank dapat menghindari resiko ini dengan 
adanya perjanjian tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga 
Dalam bukunya Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan dalam 
murabahah yang harus diantisipasi, yaitu sebagai berikut:
21
 
a. Kelalaian, yaitu nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadai apabila harga suatu barang 
dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, lembaga 
keuangan syariah tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 
c. Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan 
sehingga nasabah tidak mau menerimanya. 
d. Dijual, yaitu murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika 
kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bisa 
bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk 
menjualnya.  
 
 
                                                 
21 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan …, hlm. 99-100. 
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8. Pengawasan Syariah Transaksi Mura>bahah 
Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli mura>bah}ah yang 
dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, 
Dewan Pegawas Syariah (DPS) biasanya melakukan pengawasan secara 
periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan 
Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas 
Syariah berupa sebagai berikut:  
a. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat 
Islam. 
b. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 
jual senilai harga plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian 
dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada 
nasabah. 
c. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari 
akad mura>bahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli mura>bahah 
harus dilakukan setelah barang secara prinip menjadi milik bank yang 
dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual beli yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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d. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip mura>bahah dilakukan setelah 
adanya permohonan nasabah dan perjanjia pembelian suatu barang atau 
aset kepada bank.  
Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS, menuntut bank 
syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli mura>bahah dengan 
para nsabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib 
adminitrasi agar berbagai dokumen yang diperukan DPS dapat tersedia setiap 
saat dilakukan pengawasan.
 22
   
 
B. Potongan Pelunasan dalam  Mura>bah}ah  
Dalam administrasi bank syariah, piutang mura>bahah mengandung unsure 
harga pokok barang ditambah unsur margin mura>bahah yang belum direalisasi, 
piutang mura>bahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan 
pembayaran.
23
 
Dalam praktik perbankan besar/kecilnya potongan oleh bank 
mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu. Pembiayaan untuk 
perusahaan atau lembaga cenderung lebih besar dibanding potongan individu. 
Adapun pembiayaan dengan sisa jangka waktu lebih lebih lama cenderung lebih 
besar dibanding dengan sisa waktu yang lebih pendek. Oleh karena potongan 
                                                 
22
  Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2009), hlm. 184. 
23
 Sofyan Safri Harahap, dkk, ‟Akuntansi Perbankan Syariah”, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 
hlm. 156. 
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tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak nasabah, maka bank juga 
boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan 
dini.
24
 
Potongan piutang mura>bahah yang diberikan kepada pembeli yang 
melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai 
pengurangan keuntungan mura>bahah. Pemberian potongan pelunasan piutang 
mura>bahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut 
ini:
25
 
a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang 
mura>bahah dan keuntungan mura>bahah. 
Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjul mengurangi 
piutang mura>bahah dan keuntungan mura>bahah (PSAK 102 paragraf 
27a). jurnal yang perlu dibuat adalah jurnal pelunasan piutang (kredit 
sebesar nilai piutang), pembebanan rekening nasabah (debit rekening 
sebesar sisa piutang dikurangi potongan yang diberikan bank), dan 
pemberian potongan (debit margin mura>bahah yang ditangguhkan); dan 
jurnal pengakuan pendapatan kas. 
 
 
                                                 
24  Rizal Yaya, dkk, Akuntansi …, hlm. 199. 
25
 Dwi Suwiknyo, ‟Pengantar Akuntansi Syariah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 
37. 
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Tanggal  Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/06/ 
XA 
Db. Kas/Rekening nasabah-
PT Haniya 
78.000.000  
 Db. Margin mura>bahah yang 
ditangguhkan  
12.000.000  
           Kr. Piutang mura>bahah  90.000.000 
 Db. Margin mura>bahah yang 
ditangguhkan 
  3.000.000  
          Kr. Pendapatan margin          
mura>bahah 
   3.000.000 
 
b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang 
dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya 
kepada pembeli. 
Pada metode pemberian potongan setelah pelunasan, bank 
sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian 
membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (PSAK 102 
paragraf 27b). jurnal yang perlu dibuat terkait pemberian potongan 
setelah pelunasan adalah:
 26
 
                                                 
26 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi …, hlm. 200. 
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1) Penerimaan pelunasan piutang dengan debit rekening sebesar sisa 
piutang yang akan dilunasi dan kredi rekening piutang 
2) Pengakuan pendapatan margin mura>bahah kas 
3) Pengakuan potongan dengan cara me-reverse sebagian pendpatan 
margin atau mengakui potongan sebagai berikut: 
Tanggal Rekening  Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/06/ 
XA 
Db. Kas/Rekening nasabah-PT 
Haniya 
90.000.000  
          Kr. Piutang mura>bahah  90.000.000 
 Db. Margin mura>bahah yang 
ditangguhkan 
15.000.000  
          Kr. Pendapatan margin 
mura>bahah 
 15.000.000 
 Db. Pendapatan margin 
mura>bahah 
12.000.000  
          Kr. Kas/Rekening 
nasabah-PT Haniya 
 12.000.000 
 
Potongan angsuran mura>bahah diakui sebagai berikut: 
a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, 
diakui sebagai pengurangan keuntungan mura>bahah. 
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b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli 
akan diakui sebagai beban. 
 Pada dasarnya yang menjadi kewajiban dari nasabah adalah sebesar 
saldo piutang yang belum dibayar dan bank syariah dapat memberikan 
potongan pelunasan (muqasah) kepada nasabah yang melakukan 
pembayaran pelunasan awal tersebut. Besarnya potongan pembayaran 
awal adalah hak bank syariah, sehingga besarannya tidak harus sama 
dengan margin murabahah yang belum direalisasikan, dapat lebih kecil 
atau sama dengan murabahah yang belum direalisasikan. Oleh karena hal 
ini adalah hak bank syariah dalam praktek menjadi tidak seragam, sangat 
tergantung kebijakan bank syariah tersebut, ada bank syariah tidak 
memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal tetapi juga ada 
bank syariah yang memberikan potongan sebesar margin yang belum 
direalisasi atas pembayaran pelunasan diawal.
27
 
 
C. FATWA DSN-MUI NO 23/DSN-MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN 
PELUNASAN DALAM MURA>BAHAH 
Dalam fatwa ini membahas bahwa sistem pembayaran dalam akad 
mura>bah}ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan 
secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan 
                                                 
27
 Sofyan Safri Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan..., hlm. 156. 
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nasabah. Bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat 
waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta 
nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut.  
Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Potongan Pelunasan Mura>bah}ah: 
1. Jika nasabah dalam transaksi mura>bah}ah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban 
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 
kebijakan dan pertimbangan LKS.  
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BAB III 
PELAKSANAAN POTONGAN PELUNASAN AKAD MURA>BAH}AH  DI BPRS 
DANA MULIA SURAKARTA 
 
A. Gambaran Umum 
1. Profil Lembaga 
PT. BPRS Dana Mulia merupakan lembaga keuangan yang 
mengembangkan sistem muamalah syariah. 
a. Nama Lembaga : PT. BPR Syariah Dana Mulia. 
b. Tanggal Berdiri : 26 Maret 2008. 
c. Alamat   : JL. KH. Agus Salim No 10 Kelurahan Sondakan  
   Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
d. Telepon  : (0271) 727070 
e. E-mail  : bprsdanamulia@yahoo.com 
2. Sejarah Berdiri 
  PT. BPR Syariah Dana Mulia diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 
oleh pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo  dan mulai beroperasi pada tanggal 
1 April 2008.1 Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama 
di Eks Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin prinsip  dengan 
dikeluarkannya surat dari direktorar Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 
9/826/BPbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnyabank beroperasi berdasarkan 
keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/12/KEP.GBI/2008 tentang 
                                                 
 
1
 Brosur Produk Simpanan dan Pembiayaan PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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pemberian izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia yang 
berkedudukan di JL. KH.Agus Salim No 10 Kelurahan Sondakan Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta. 
  PT. BPRS Dana Mulia mempunyai produk-produk yang ditawarkan 
kepada nasabah baik simpanan (Tabungan, Deposito) maupun pembiayaan (jual 
beli, sewa, bagi hasil) dan juga produk-produk lainnya. Sebagai BPRS pertama 
di Surakarta, PT. BPRS Dana Mulia berdiri dengan tujuan untuk memberikan 
akses kepada masyarakat menengah kebawah maupun usaha mikro kecil 
menengah dalam pembiayaan modal maupun penghimpunan dana dengan 
prinsip syariah khususnya di kota Surakarta. PT. BPRS Dana Mulia juga 
berinovasi dengan memunculkan produk-produk yang dapat membantu bukan 
hanya dari kalangan usaha, tetapi juga guru dalam produk dana talangan 
sertifikasi guru, maupun kebutuhan dana talanagan ibadah haji. 
3. Motto,Visi, dan Misi  
a. Dengan motto “ Ikhlas, Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah, Tawakkal 
illallah dan menjadi Rahmatan lil alamin” 
b. Visi dari PT. BPRS Dana Mulia adalah untuk membangun perbankan yang 
amanah, berkembang dan barokah berdasarkan prinsip syariah dengan 
mengaharap ridho Allah SWT. 
c. Misi dari PT. BPRS adalah mengemban amanah masyarakat yang 
menitipkan dana pada PT. BPRS Dana Mulia, dan membantu masyarakat 
yang mebutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah. 
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4. Tugas dan Struktur Organisasi BPRS Dana Mulia 
a. Struktur Organisasi 
1) Dewan komisaris : Solichul Hadi 
      Literzet sabri 
2) DPS   : Supawi 
      Masjupri  
3) Direksi   : Sahrial Amri 
    : Sri Wagito 
4) Kabag pemasaran : Sandra Mariatun 
5) Kabag operasional : Rohman Suedhi 
6) Marketing dana  : Adi R 
      Niken 
7) Marketing pembiayaan : Agus Ris 
      Widodo 
      Parmono 
8) Customer service : Dani 
      Putri 
9) Admin   : Umi 
10) Teller   : Triyanto 
11) Pembukuan  : Vita 
12) Umum   : Agus St 
13) IT   : Erwin 
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14) Kantor kas  : Nanik 
      Ernawan 
15) Driver   : Parno 
b. Tugas Organisasi 
1) Customer Service 
  Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional melayani 
nasabah dengan memberi informasi dan mengurus administrasi berkaitan 
pembukaan atau penutupan maupun permohonan serta layanan informasi 
saldo rekening produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah 
dan/atau pembiayaan mura>bah}ah / mudharabah, Mengurus administrasi 
pembukaan/penutupan produk tabungan mudharabah dan/atau deposito 
mudharabah maupun permohonan pembiayaan mura>bah}ah / mudharabah. 
2) Teller 
  Dibawah supervisi Kas, melayani penyetoran atau penarikan 
produk tabungan mudharabah dan/atau deposito mudharabah maupun 
pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan mura>bah}ah atau 
mudharabah. 
3) Kantor Kas 
  Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin 
kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan mudharabah atau 
deposito mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran 
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pembiayaan mura>bah}ah atau mudharabah dan pengeluaran-pengeluaran 
operasional maupun non-operasional BPRS, Melakukan pencatatan/jurnal 
dan/atau koreksi berbagai macam transaksi kas umum yang menyangkut 
kebutuhan operasional BPRS. 
4) Admin Pembiayaan 
  Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin 
kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan mudharabah atau 
deposito mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran 
pembiayaan mura>bah}ah, mudharabah dan pengeluaran-pengeluaran 
operasional maupun non-operasional BPRS, melakukan pencatatan data 
nasabah pembiayaan/debitur. 
5) Kabag Operasional 
  Dibawah supervisi Direktur mengkoordinir dan mengawasi 
pencatatan setiap transaksi dan pelaporannya sedemikian rupa sehingga 
dapat membantu dalam penyediaan informasi keuangan yang dibutuhkan 
manajemen dan pihak eksternal sehingga memudahkan pengelolaan bagi 
BPRS. 
6) Kabag Pemasaran 
  Dibawah supervisi Direktur Utama memfasilitasi realisasi 
pembiayaan dengan menjamin kelancaran dan keakuratan proses 
pembiayaan, termasuk memonitor kinerja pembiayaan dan implementasi 
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rencana ekspansi secara sehat, membantu direksi merumuskan kebijakan 
bidang pembiayaan, melaksanakan kebijakan dan memantau 
perkembangan portofolio pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian. 
7) SPI 
  Sebagai alat atau sarana yang dirancang untuk mendorong, 
menuntun, mengarahkan dan melakukan pemeriksaan melalui berbagai 
kegiatan.mencegah, menemukan, dan memperbaiki adanya 
penyimpangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara 
efektif dan efisien menuju terciptanya BPRS yang sehat. 
8) DPS (Dewan Pengawas Syariah) 
  Dibawah supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 
Dewan Pengawas Syariah (DPS)  melakukan pengawasan terhadap 
prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya 
bertindak secara independen, menilai aspek syariah terhadap pedoman 
operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS, melaporkan hasil 
pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada 
direksi, komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya 
setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai pedoman pengawasan syariah dan tata 
cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. 
9) Direksi 
  Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi 
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BPRS yang profitable dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek 
prudential banking serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggaran 
Dasar.Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran 
Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai 
pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-
hatian. 
  Selain itu, direksi juga bertugas mengajukan neraca dan 
laporan rugi-laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepda 
dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya, mengangkat para 
pejabat-pejabat yang akan bertanggung jawab pada setiap jabatannya. 
10) Dewan Komisaris 
  Bertugas mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili 
para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum 
yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang 
akan datang, mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk 
tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi. 
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5. Produk-produk PT. BPRS Dana Mulia 
a. Produk Simpanan 
 Ada dua simpanan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Dana Mulia dalam 
menghimpun dana di masyarakat yakni tabungan dan deposito dengan 
masing-masing akad.  
1) Tabungan iB Mulia 
  Merupakan simpanan pada umumnya, dimana nasabah 
menyimpan uang di bank dengan akad mudha>rabah. Setiap bulannya 
mendapatkan bagi hasil dari penyimpanan tersebut.2 
2) Tabungan iB Qurban 
  Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin 
melaksanakan qurban ketika hari raya idhul adha.Biasanya kurun waktu 
dalam simpanan ini adalah 1 tahun. 
3) Tabungan iB Haji dan Umroh 
  Simpanan ini digunakan bagi nasabah yang ingin menunaikan 
ibadah haji atau umroh dengan menabung terlebih dahulu untuk 
pelunasan. Biasanya bank akan memberikan pembiayaan terlebih dahulu 
untuk pendaftaran haji, kemudian nasabah melanjutkan pelunasan 
                                                 
 
2
 Wawancara dengan bapak Sri Wagito, selaku direktur pada tanggal 07 Februari 2019, 
tempat di PT. BPRS Dana Mulia. 
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pembiayaan ditambah sisa uang yang diperlukan hingga lunas dengan 
cara menabung di bank tersebut.3 
4) Tabungan iB Mulia Berjangka 
  Tabungan ini sama saja dengan tabungan iB mulia, hanya saja 
mempunyai jangka waktu seperti halnya deposito. Hanya saja jangka 
waktu ditentukan oleh nasabah. 
5) Tabungan Wadiah 
  Tabungan ini hanya bersifat titipan tanpa ada bagi 
hasil.Biasanya dalam produk ini, bank memberikan bonus.Tetapi tidak 
secara tertulis dalam kesepakatan. 
6) Tabungan Simple 
  Tabungan yang diperuntukan bagi pelajar yang tidak 
mempunyai KTP.Syarat yang diperlukan salah satunya adalah kartu 
pelajar.Ini merupakan program dari pemerintah. 
7) Deposito 
  Deposito merupakan simpanan berjangka dengan nominal 
minimal Rp 1.000.000,00 dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan. Simpanan 
ini menggunakan akad mudha>rabahdimana kesepakatan bagi hasil 
pembagian keuntungan harus disepakati bersama. Jika dalam masa 
deposito uang diambil sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan 
mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan. 
                                                 
 
3
Ibid. 
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b. Pembiayaan 
1) Prinsip Jual Beli 
  Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip jual beli. Keuntungan ditentukan di depan dan 
menjadi bagian harga atas barang dilakukan dengan prinsip jual beli. 
  Akad yang digunakan adalah mura>bahah, salam, 
istishna’.contohnya adalah pembelian sepeda motor, barang-barang 
elektronik, pembelian rumah, dan sebagainya.4 
2) Prinsip Sewa 
  Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip sewa. Keuntungan ditentukan di depan dan 
menjadi bagian harga atas jasa yang digunakan. Akad yang digunakan 
adalah ijarah. Contoh penggunaan biasanya utnuk pembayaran sekolah, 
sewa mobil, sewa ruko, dan sebagainya. 
3) Prinsip Bagi Hasil 
  Transaksi yang dilakukan untuk usaha kerjasama yang 
ditujukan guna mendapatkan barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil. 
Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. 
Akad yang digunakan adalah musya>rakah dan mudha>rabah. 
 
                                                 
 
4
 Brosur BPRS Dana Mulia, diberikan oleh Bapak Sri Wagito selaku direktur pada tanggal 7 
Februari 2019.  
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B. PENERAPAN POTONGAN PELUNASAN DALAM AKAD MURA>BAH}AH 
DI BPRS DANA MULIA SURAKARTA 
1. Prosedur Pengajuan Akad Mura>bah}ah   
Pada dasaranya bank syariah maupun bank konvensional harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian 
dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas sudah dinyatakan dalam ketentuan 
pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa “perbankan 
Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi, ekonomi dalam 
prinsip kehati-hatian”. Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha 
perbankan.
5
 
Prosedur pembiayaan mura>bah}ah diawali dengan permohonan 
pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada BPRS Dana Mulia dengan 
cara: 
a.  Nasabah mendatangi bank untuk melakukan pengajuan permbiayaan 
mura>bah}ah . 
b. Pihak bank melalui customer service akan menjelaskan kepada calon nasabah 
megenai produk-produk yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
                                                 
5
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), hlm. 143-144. 
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c. mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan serta melengkapi berkas-berkas 
persyaratan. 
d. Marketing mensurvei rumah nasabah untuk mencari informasi mengenai 
nasabah baik kepribadiannya, perekonomiannya dan sebagainya. 
e. Setelah selesai marketing akan menganalisis dengan menggunakan 5C, yakni: 
1) Character  
Prinsip ini dilihat dari segi kperibdian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari 
wawancara antara customer service dengan nasabah ketika ingin 
mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini dilihat bagaimana sikap nasabah, 
latar belakang nasabah, kebiasaan hidup nasabah. Diperlukan juga 
informasi dari lingkungan sekitar seperti tetangga untuk mendapatkan 
informasi mengenai karakter tersebut. 
2) Capacity  
Dalam hal ini bank melihat kemampuan nasabah dalam menjalakan 
keuangannya, berapa gaji atau penghasilan yang dia dapat, dan juga dilihat 
dari BI checking nasabah apakah ada permasalahan dalam pembayaran 
pembiayaan dii bank lain. 
3) Capital  
Ini digunakan kepada nasabah yang mempunyai suatu asset atauu 
kekayaan berupa usaha. Bank menilai bagaimana perusahaanyang dikelola 
itu melalui laporan tahunan sehingga dari penilaian tersebut bank dapat 
menetukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. 
52 
 
 
4) Collateral 
Dalam hal ini, analisis berdasarkan penilaian jaminan yang diberikan 
kepada nasabah kepada bank ketika melakukan pembiayaan. Bank harus 
bisa mengukur dan menilai asset yang dijaminkan itu sejauh mana 
nilainuya, agar dapat menutupi pembayaran nasabah jikalau suatu saat 
nasabah gagal melunasai pembiayaan. 
5) Condition  
Dalam hal ini dilihat bagaimana kondisi suatu usaha yang dikembangkan 
oleh nasabah, atau juga dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
berdampak pada perekonomian suatu daerah. 
a) Jika dalam menganalisis marketing merasa nasabah merupakan 
nasabah yang bertanggung jawab, maka marketing membuat proposal  
yang akan diberikan kepada komite. Komite dalam hal ini adalah 
kabag pemasaran dan direksi untuk dianalisa kembali dan untuk 
mendapatkan persetujuan apakah layak untuk mendapatkan 
pembiayaan atau tidak. 
b) Setelah dianggap sesuai dan mendapat pembiayaan, kemudian berkas 
diberikan kepada admin untuk dicek kembali dan kemudian untuk 
menentukan kapan waktu pencairan dana dan menelpon kepada 
nasabah. 
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2. Metode Pembayaran Angsuran Mura>bah}ah 
Metode pembayaran angsuran yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta 
terdiri dari dua macam, yaitu pembayaran sistem reguler atau bulanan dan 
pembayaran sistem musiman. Pembayaran sistem regular dan musiman 
dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal akad pembiayaan mura>bah}ah , 
baik mengenai jangka waktu, besaran plafond atau pokok pembiayaan dan  
mengenai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.
6
 Berikut contoh 
pembayaran angsuran murabahah:  
a. Pembayaran sistem reguler atau bulanan  
Nasabah A melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah  di BPRS Dana 
Mulia Surakarta sebesar Rp. 10.000.000,- selama satu tahun dengan perolehan 
margin sebesar Rp. 2.100.000,- pertahun. Keterangan pembiayaannya sebagai 
berikut: 
Angsuran Pokok Margin Sisa Pokok Sisa Margin 
 10.000.000 2.100.000   
1 833.333 175.000 9.166.667 1.925.000 
2 833.333 175.000 8.333.334 1.750.000 
3 833.333 175.000 7.500.001 1.575.000 
4 833.333 175.000 6.666.668 1.400.000 
                                                 
6
 Wawancara dengan Ibu Nanik,  pada tanggal 06 Maret 2020, tempat di PT. BPRS Dana 
Mulia. 
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5 833.333 175.000 5.833.335 1.225.000 
6 833.333 175.000 5.000.002 1.050.000 
7 833.333 175.000 4.166.669 875.000 
8 833.333 175.000 3.333.336 700.000 
9 833.333 175.000 2.500.003 525.000 
10 833.333 175.000 1.666.670 350.000 
11 833.333 175.000 833.337 175.000 
12 833.333 175.000 0 0 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat pokok dan marginnya berkurang setiap 
bulan, hal ini dikarenakan untuk meringankan beban nasabah dalam 
melakukan pelunasan angsuran mura>bah}ah. Pembiyaan dengan sistem regular 
atau bulanan biasanya cocok untuk karyawan atau pekerja yang menerima gaji 
setiap bulan. Contohnya: guru, buruh pabrik atau karyawan, dll. 
b. Pembayaran sistem musiman 
Nasabah A melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah  di BPRS Dana 
Mulia Surakarta sebesar Rp. 10.000.000,- selama satu tahun dengan perolehan 
margin sebesar Rp. 2.100.000,- pertahun. Keterangan pembiayaannya sebagai 
berikut: 
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Angsuran Pokok Margin Sisa Pokok Sisa Margin 
 10.000.000 2.100.000   
1 - 175.000 10.000.000 1.925.000 
2 - 175.000 10.000.000 1.750.000 
3 - 175.000 10.000.000 1.575.000 
4 - 175.000 10.000.000 1.400.000 
5 - 175.000 10.000.000 1.225.000 
6 - 175.000 10.000.000 1.050.000 
7 - 175.000 10.000.000 875.000 
8 - 175.000 10.000.000 700.000 
9 - 175.000 10.000.000 525.000 
10 - 175.000 10.000.000 350.000 
11 - 175.000 10.000.000 175.000 
12 10.000.000 175.000 10.000.000 0 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nasabah membayar marginnya 
terlebih dahulu baru kemudian diakhir pembiayaan nasabah melunasai pokok 
pembiayaan dan margin dibulan tersebut. Biasanya pembiayaan dengan  
sistem musiman bertujuan untuk membiayai suatu proyek atau kebutuhan 
yang sifatnya musiman. Contohnya: kontraktor bangunan, pengusaha, 
pedagang, dll. 
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3. Metode pelunasan mura>bah}ah 
Pemberian potongan pelunasan mura>bah}ah dapat dilakukan menggunakan 
salah satu metode berikut: 
a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual (bank) mengurangi piutang 
mura>bah}ah  dan keuntungan mura>bah}ah ; atau 
b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual (bank) menerima pelunasan 
dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada 
pembeli.7 
4. Cara Menghitung Potongan Pelunasan Murabahah 
Berikut contoh kasus pembiayaan mura>bah}ah  sampai dengan mekanisme 
potongan pelunasannya:    
Nasabah A melakukan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah  di BPRS Dana Mulia 
Surakarta sebesar Rp. 10.000.000,- selama satu tahun dengan perolehan margin 
sebesar Rp. 2.100.000,- pertahun. Keterangan pembiayaannya sebagai berikut: 
Angsuran Pokok Margin Sisa Pokok Sisa Margin 
 10.000.000 2.100.000   
1 833.333 175.000 9.166.667 1.925.000 
2 833.333 175.000 8.333.334 1.750.000 
3 833.333 175.000 7.500.001 1.575.000 
                                                 
7
 Hanik maesaroh, “Pelunasan Angsuran Sebelum Jauh Tempo Dalam Pembiayaan 
Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, Jurnal Az Zarqa’, Vol.10, No.1 (Juni, 
2018). 
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4 833.333 175.000 6.666.668 1.400.000 
5 833.333 175.000 5.833.335 1.225.000 
6 833.333 175.000 5.000.002 1.050.000 
7 833.333 175.000 4.166.669 875.000 
8 833.333 175.000 3.333.336 700.000 
9 833.333 175.000 2.500.003 525.000 
10 833.333 175.000 1.666.670 350.000 
11 833.333 175.000 833.337 175.000 
12 833.333 175.000 0 0 
 
Setelah berjalan angsuran lima bulan, nasabah A mengajukan pelunasan 
kepada pihak BPRS Dana Mulia lebih cepat dari jangka waktu yang sudah 
ditetapkan yaitu dua belas bulan atau satu tahun. Apabila nasabah A mempunyai 
kriteria yang lanyak untuk diberikan potongan dari sisa angsurannya karena taat 
membayar angsuran dan mempunyai kemampuan bayar yang bagus,  maka  pihak 
BPRS Dana Mulia layak membrikan apresiasi atau penghargaan kepada nasabah 
yang melakukan pelunasan diawal waktu yaitu dengan memberikan potongan dari 
sisa kewajibannya, jadi perhitungan pelunasannya sebagai berikut: 
Kekurangan = Total Pembiayaan – angsuran selama 5 bulan 
= Rp. 10.000.000 – (5 bulan x 833.333) 
= Rp. 10.000.000 – 4.166.665 
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= Rp. 5.833.335 
Total Pelunasan  = Sisa Pelunasan – Potongan (berdasarkan kebijakan BPRS) 
= Rp. 5.833.335 – 2 x sisa margin ( 2 x 175.000) 
= Rp. 5.833.335 – 350.000 
= Rp. 5.483.335 
Maka total pelunasan yang harus dibayarkan oleh nasabah A setelah 
mendapatkan potongan dari pihak BPRS Dana Mulia yaitu sebesar Rp. 
5.483.335,00. Pihak BPRS Dana Mulia berharap dengan adanya potongan 
tersebut kepercayaan nasabah semakin meningkat dan terciptanya hubungan baik 
antara bank dengan nasabah.
8
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Wawancara dengan Bapak Sri Wagito, selaku direktur PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, 07 
Februari 2019 di Kantor PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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BAB IV 
POTONGAN PELUNASAN DALAM AKAD MURA>BAH}AH DI BPRS DANA 
MULIA SURAKARTA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.23/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURA>BAH}AH 
 
 
A. POTONGAN PELUNASAN DALAM AKAD MURA>BAH}AH  TIDAK DI 
PERJANJIKAN DI AWAL AKAD 
Langkah awal yang harus dilakukan oleh nasabah dalam pengajuan 
pembiayaan murabahah adalah calon nasabah mendatangi pihak BPRS Dana 
Mulia Surakarta. Kemudian calon nasabah menyerahkan dokumen persyaratan 
kepada BPRS Dana Mulia Surakarta, selanjutnya pihak dari BPRS Dana Milia 
Surakarta menyurvei rumah nasabah dan kemudian dianalisis. Jika komiete dari 
pihak BPRS Dana Mulia Surakarta, menyetujui langkah selanjutnya adalah 
pencairan dana dengan melakukan akad di kantor BPRS Dana Mulia Surakarta.
1
 
Pelunasan adalah pembayaran angsuran yang dibayar sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan percepatan pelunasan 
angsuran adalah jumlah harga jual yang wajib dibayar secara bulanan namun 
diselesaikan sebelum akad berakhir atau sebelum jatuh tempo. 
Dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah apabila 
nasabah ingin melakukan pelunasan sebelum jauh tempo berdasarkna Fatwa 
                                                 
1
  Wawancara dengan Ibu Dani, selaku Customer Service  BPRS Dana Mulia Surakarta, 07 
Februari 2019 di Kantor PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 akan diberikan keringan atau muqasah yang 
berupa potongan pelunasan dalam mura>bah}ah. 
Adapun pemberlakuan potongan angsuran mura>bah}ah tertuang dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 paragraf 26. PSAK 102 
merupakan pedoman akuntansi untuk transaksi pembiayaan mura>bah}ah  yang 
menjadi rujukan bagi seluruh perbankan syariah. Dalam paragraph 26 
disebutkan bahwa potongan pelunasan piutang mura>bah}ah  yang diberikan 
kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 
disepakati. 
Pemberian potongan angsuran pembayaran mura>bah}ah  yang diatur dalam 
PSAK 102 paragraf 26 dan 27 dikuatkan dengan fatwa DSN MUI No.23/DSN-
MUI/III/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal 
waktu. Sedangkan untuk paragraf 28 dikuatkan fatwa DSN-MUI No.46/DSN-
MUI/II/2005 tentang potongan tagihan mura>bah}ah. Kedua fatwa tersebut 
merupakan bentuk legalitas syariah terhadap perlakuan pemberian potongan 
pelunasan.  
Namun dalam kedua fatwa ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah 
pemberian potongan pelunasan angsuran mura>bah}ah tidak boleh diperjanjikan 
dalam akad sebagai bentuk kesepakatan antar nasabah dan perbankan syariah. 
61 
 
Kedua fatwa ini juga menegaskan  bahwa besaran potongan yang akan diberikan 
kepada nasabah tergantung dari kebijakan perbankan syariah.2 
 Menurut Wiroso potongan pembayaran angsuran mura>bah}ah  dalam 
PSAK 102 paragaraf 26 diberikan atas dasar prestasi yang dilakukan nasabah 
yang ditunjukan oleh ketepatan waktu pembayaran, pembayaran angsuran lebih 
cepat atau lebih dahulu dari yang ditetapkan. Dikatakan prestasi karena nasabah 
melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran angsuran 
mura>bah}ah  sesuai dengan kesepakatan awal, disamping sebuah prestasi, kedua 
fatwa ini dikeluarkan karena pengakuan adanya itikad baik dari nasabah untuk 
memenuhi kewajibannya sehingga penghargaan layak diberikan kepadanya.
3
  
BPRS Dana Mulia Surakarta melalui kebijakannya bagi nasabah yang 
melakukan pelunasan mura>bah}ah sebelum jatuh tempo atau dipercepat akan 
dilakukan muqasah atau keringan yang sudah dikalkulasi terhadap biaya yang 
sudah dikeluarkan oleh pemilik dana di BPRS Dana Mulia Surakarta dan akan 
menambahkan sedikit keuntungan dari seluruh pokok pembiayaan mura>bah}ah   
yang sudah disepakati.  
Kebijakan tersebut bukan termasuk yang diperjanjikan di awal 
pembiayaan murabahah yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta, melainkan 
                                                 
2
 Yudhy Muhtar Latuconsina, “Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran mura>bah}ah di 
Perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 17, No. 2, (Juli, 2016), hlm. 132. 
3
 Ibid,.. hlm. 133. 
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sebuah prestasi karena nasabah melakukan ketepatan waktu pembayaran 
angsuran lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan. 4 
Selain itu, pihak BPRS Dana Mulia Surakarta harus siap menerima 
dampak dari pelunasan pembayaran pembiyaan sebelum jatuh tempo tersebut. 
Dikarenakan peluang untuk mendapatkan margin tidak bisa dimaksimalkan 
sesuai apa yang diharapakan diawal perjanjian. Padahal nilai waktu uang 
berpengaruh pada pendapatan BPRS Dana Mulia Surakarta, sebab uang memiliki 
nilai ekonomi yang perlu diperhitungkan. Hanya saja, jika pada akhirnya nasabah 
mendapatkan potongan karena dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, 
maka artinya BPRS Dana Mulia Surakarta rela akan konsekuensi diatas. Oleh 
karena itu, apa yang dilakukan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta tentunya 
dianggap tidak bertentengan dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan 
Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 yang memaparkan tidak diperbolehkan 
potongan pelunasan diperjanjikan di awal akad. 
 
B. BESARAN POTONGAN MURA>BAH}AH DI DASARKAN PADA 
KEBIJAKAN BPRS DANA MULIA SURAKARTA 
Merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.23/DSN/-
MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah yang ditetapkan 
pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dengan ketentuan umum  
                                                 
4
  Wawancara dengan Bapak Sri Wagito, selaku direktur PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, 07 
Februari 2019 di Kantor PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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“jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran 
tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati, LKS boleh 
memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 
diperjanjikan dalam akad dan besar potongan sebagaimana dimaksud atas 
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS”. 
Dari fatwa ini dengan jelas dinyatakan bahwa pemberian diskon dalam 
pelunasan mura>bah}ah bukanlah suatu keharusan bagi bank syariah. Hal ini 
disebabkan karena sisa hutang yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah muncul 
dari akad jual beli, yang pada dasarnya seluruh sisa pokok hutang dan sisa 
margin harus dibayar sepenuhnya oleh nasabah.
5
 Akan tetapi atas permintaan 
nasabah dan dengan kebijakan BPRS Dana Mulia, nasabah yang melakukan 
pelunasan sebelum akad jatuh tempo, maka bank tetap memberikan potongan 
pelunasan. 
Potongan pelunasan sesuai dengan Fawa DSN No. 23/DSN/-
MUI/III/2002, bahwasanya tidak boleh diperjanjikan di akad, karena jika begitu 
maka dapat diasumsikan sama dengan bunga yang berararti riba>. Maka dari itu, 
potongan pelunasan merupakan hak prerogatif bank dalam memberikan kepada 
nasabah. Dengan demikian apa yang dilaksanakan oleh BPRS Dana Mulia tidak 
bertengtangan dengan fatwa DSN, karena ketika akad tidak diperjanjikan adanya 
potongan pelunasan. Namun saat nasabah ingin melakukan pelunasan sebelum 
                                                 
5
 Yenti Afrida, “Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan mura>bah}ah di Perbankan 
Syariah”, Mizani, Vol. 25, No. 1, (Februari, 2015). 
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jatuh tempo, bank boleh melakukan pemotongan sesuai dengan pertimbangan 
dan keputusan dari manajemen bank. 
Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan 
atas piutang mura>bah}ah dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. 
Pemberian potongan dapat diberikan secara langsung dengan mengurangi 
sejumlah tertentu dari total piutang mura>bah}ah  dan sejumlah tertentu dari total 
margin keuntungan.  
Dalam Fatwa DSN-MUI No.23/ DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa 
besar potongan dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran 
tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati diserahkan pada 
kebijakan dan pertimbangan LKS. Dalam hal ini BPRS Dana Mulia memberikan 
potongan sebesar 2 kali cicilan margin terakhir. Misal seorang nasabah 
melakukan cicilan dalam satu tahun, dari bulan Januari hingga Desember. Jika 
nasabah tersebut melakukan pelunasan di awal atau tepat waktu maka margin 
bulan November dan Desember dianggap dijadikan diskon atau nasabah tidak 
perlu membayar margin bulan November dan Desember.
6
 
Dalam menjalankan kegiatannya pihak BPRS Dana Mulia Surakarta tidak 
melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada Fatwa DSN 
No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah. Selain 
itu, BPRS Dana Mulia Surakarta menjalankan tugas serta fungsinya terhadap 
                                                 
6
 Wawancara dengan Bapak Masjupri selaku DPS BPRS Dana Mulia Surakarta, 29 November 
2019, pukul 15.00 WIB. 
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fatwa DSN dengan memberikan potongan pelunasan sebagai bentuk apresiasi 
atau penghargaan kepada nasabah yang melakukan pelunasan di awal waktu atau 
sebelum jatuh tempo berdasarkan pertimbangan oleh pihak BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Potongan 
Pelunasan dalam Akad Mura>bah}ah di BPRS Dana Mulia Surakarta berdasarkan 
Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam 
Mura>bah}ah, penulis dapat mengambil kesimpulan: 
1. BPRS Dana Mulia Surakarta melalui kebijakannya bagi nasabah yang 
melakukan pelunasan mura>bah}ah sebelum jatuh tempo aau dipercepat akan 
mendapatkan potongan pelunasan. Kebijakan tersebut bukan termasuk yang 
diperjanjikan di awal akad mura>bah}ah, melainkan sebuah prestasi karena 
nasabah melakukan ketepatan waktu pembayaran angsuran lebih cepat dari 
waktu yang sudah ditetapkan. Besar potongan di dasarkan pada kebijakan 
BPRS Dana Mulia sendiri yaitu sebesar 2 kali cicilan margin terakhir.  
2. Penetapan potongan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih dari 
waktu yang ditentukan yang berlaku di BPRS Dana Mulia Surakarta sejalan 
dengan fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan 
pelunasan dalam mura>bah}ah. Yaitu tidak diperjanjikan di awal akad antara 
Bank dan nasabah dan besar potongan didasarkan pada kebijakan BPRS 
Dana Mulia sendiri. 
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B. SARAN 
1. BPRS Dana Mulia Surakarta untuk masa akan datang lebih meningkatkan lagi 
produk pembiayaan mura>bah}ah dengan kemudahan secara prosedural maupun 
transaksional yang tetap menjunjung tinggi prinsip syariah dalam 
operasionalnya. 
2. Bagi para peneliti berikutnya, dapat melanjutkan atau memperluas penelitian 
ini ditinjau dari aspek lain, misalnya melakukan perbandingan potongan 
pelunasan pada bank syariah dan bank konvensional. 
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